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Belanja Hibah - Polisi Temukan Penyimpangan Dana Hibah Pembangunan Masjid 

Nurul Dzikir Senilai Rp 2 Miliar 

 
Sumber gambar: 

https://djournalist.com/2024/11/04/polisi-temukan-penyimpangan-dana-hibah-pembangunan-masjid-nurul-

dzikir-senilai-rp-2-miliar/ 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar bersama Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan mencium adanya dugaan tindak korupsi pada 

dana hibah rehabilitasi Masjid Nurul Dzikir sebesar Rp2 miliar pada tahun 2022. Diduga panitia 

masjid membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan mengunakan kuitansi dan nota fiktif. 

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Yudhiawan mengatakan 

jajarannya mengungkap dugaan korupsi pada pembangunan Masjid Nurul Dzikir Makassar 

sebesar Rp2 miliar. Dana Rp2 miliar tersebut merupakan dana hibah dari Bagian Kesejahteraan 

Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. 

“Indikasi total loss (kerugian) senilai Rp2 miliar oleh panitia pembangunan masjid,” ujar 

Yudhiawan saat jumpa pers di Mapolrestabes Makassar, Senin, 4 November 2024. 

Yudhiawan mengungkapkan modus dugaan korupsi dilakukan panitia pembangunan Masjid Nurul 

Dzikir yakni dengan tidak melakukan pembangunan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD). Tak hanya itu, panitia pembangunan masjid juga diduga menggunakan kuitansi dan nota 

fiktif untuk LPJ ke Bagian Kesra Pemkot Makassar. 
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“Sehingga saat ini bangunan yang dibuat tidak aman untuk difungsikan, karena struktur bangunan 

tidak kokoh dan berpotensi ambruk,” bebernya. 

Mantan Kapolrestabes Makassar ini menjelaskan kronologi berawal saat pengurus Masjid Nurul 

Dzikir mengukan permohonan hibah pembangunan kepada Wali Kota Makassar melalui Bagian 

Kesra Pemkot Makassar sebesar Rp2,4 miliar. Yudhiawan menyebut saat itu pengurus masjid juga 

melampirkan desain dan rencana anggaran bangunan (RAB). 

“Bagian Kesra selanjutnya melakukan verifikasi permohonan dan pada akhirnya disetujui Rp2 

miiar dari APBD Pemkot Makassar tahun anggaran 2022,”katanya. 

Yudhiawan mengungkapkan sebelum dicairkannya dana hibah tersebut, pengurus masjid harus 

menyerahkan LPJ kepada Bagian Kesra Pemkot Makassar. 

“Hasil penyelidikan dalam LPJ itu, ternyata banyak ditemukan kuitansi dan nota fiktif yang 

dijadikan sebagai LPJ penggunaan dana hibah,” tuturnya. 

Yudhiawan membeberkan, setidaknya ada 36 orang telah diperiksa sebagai saksi. Dari 36 orang 

tersebut, 10 orang diantaranya adalah panitia pembangunan Masjid Nurul Dzikir. 

“Saksi yang telah diperiksa 10 orang panitia pembangunan. Terus enam orang tukang, 17 pemilik 

toko bangunan, dan tiga orang tim evaluasi dan verifikasi,” kata polisi lulusan Akpol tahun 1991 

ini. 

Yudhiawan menambahkan saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka. Pasalnya, polisi masih 

menunggu perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Perwakilan Sulsel. 

“Pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi sudah dilakukan,”jelasnya. 

Sumber Berita: 

1. Polisi Temukan Penyimpangan Dana Hibah Pembangunan Masjid Nurul Dzikir Senilai Rp 2 

Miliar, https://djournalist.com/2024/11/04/polisi-temukan-penyimpangan-dana-hibah-

pembangunan-masjid-nurul-dzikir-senilai-rp-2-miliar/, 4 November 2024; 

2. Dugaan Korupsi Dana Hibah Masjid di Makassar, Negara Rugi Rp2 Miliar, 

https://sulsel.suara.com/read/2024/11/04/150506/dugaan-korupsi-dana-hibah-masjid-di-

makassar-negara-rugi-rp2-miliar, 4 November 2024 

Catatan: 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 62 yang menyatakan: 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau 
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badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 

pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kemudian, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran 

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 


